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ABSTRAK 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PADA PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA IV REGIONAL III AIR MOLEK 1 

( STUDI KASUS PHK SEPIHAK) 

Oleh  

 

DELLA HAPSARI NINGSIH 

NIM : 02270223204 

 

Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara IV 

Regional III Air Molek 1. Metode penulisan tugas akhir yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyebab utama PHK Sepihak adalah tindakan mangkir dan pencurian oleh 

karyawan. Penulisan tugas akhir ini menekankan pentingnya peningkatan 

kesadaran hukum bagi seluruh unsur dalam hubungan industrial, serta penguatan 

mekanisme mediasi agar setiap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan 

secara bijak, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem hubungan kerja 

yang sehat dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci : PHK Sepihak, Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang dikenal dengan PHK, merupakan 

pengehentian hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menyebabkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan kerja. 

Istilah ini umum digunakan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan 

memiliki dasar hukum yang jelas. 

Kondisi umum tenaga kerja di perkebunan, seperti di PT. Perkebunan 

Nusantara (PTPN ) IV Regional III Air Molek 1, secara umum, PHK dapat terjadi 

karena kinerja yang buruk, pelanggaran aturan perusahan, atau alasan alasan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu alasan 

yang sering menjadi penyebab PHK adalah ketidakhadiran atau mangkir dari 

pekerjaan tanpa izin yang sah.  

Mangkir yang berarti absennya seorang pekerja dari tugasnya tanpa 

pemberiahuan yang  jelas atau tanpa izin resmi dari atasan, dapat menimbulkan 

dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. 

Tabel 1. 1 Jumlah Karyawan yang di PHK PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 

IV Regional III Air Molek 1, Tahun 2022-2024 

No Tahun Jumlah 

Karyawan 

Karyawan yang di 

PHK (Orang) 

1 2022 382 4 

2 2023 378 1 

3 2024 376 1 

  Jumlah 6  

Sumber: Admin PTPN IV Regional III Air Molek 1 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah 

karyawan PTPN IV Regional III Air Molek 1 berjumlah 382 karyawan. Pada tahun 

2022 PHK sepihak dilakukan PTPN IV Regional III Air Molek 1 terhadap 4 

karyawan, pada tahun 2023 kembali dilakukan PHK sepihak terhadap 1 karyawan 

dan pada tahun 2024 1 orang karyawan juga mengalami PHK sepihak. Dengan kata 

lain PTPN IV Regional III Air Molek melakukan PHK sepihak terhadap 6 orang 

karyawan dalam kurun waktu 3 tahun. 

Di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja diatur dengan tegas dalam 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 

tentang hak - hak pekerja, termasuk hak - hak yang berkaitan dengan PHK. Menurut 

Undang - Undang tersebut, pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan 

sembarangan dan harus mengikuti prosedur yang ketat, termasuk adanya mediasi 

atau konsiliasi, serta pemberian hak – hak pekerja seperti pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya.  

Perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum dalam melakukan PHK, 

beberapa pekerja menganggap proses tersebut tidak adil karena mereka merasa hak 

– hak mereka tidak diberikan dengan semestinya, seperti pesangon atau uang 

penghargaan masa kerja . 
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Berikut rincian data karyawan yang mengalami PHK sepihak di PTPN IV 

Regional III Air Molek 1. 

Tabel 1. 2 Data PHK Sepihak Pekerja PTPN IV Regional III  

Sumber : Admin PTPN IV Regional III Air molek 1 

Tabel 1.2 menunjukkan data enam orang pekerja PTPN IV Regional III Air 

Molek 1 yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat 

pelanggaran terhadap ketentuan disiplin kerja perusahaan. Setiap kasus 

mencerminkan jenis pelanggaran yang berbeda, yang ditangani dengan prosedur 

yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan perusahaan serta peraturan 

pemerintah yang berlaku. 

 Pekerja yang diberhentikan karena terbukti melakukan pencurian aset 

perusahaan, seperti pada kasus Sugiarto dan Yunri M., langsung dikenakan PHK 

tanpa melalui proses surat peringatan. PHK dilakukan setelah proses pemeriksaan 

internal dengan bukti pendukung yang cukup, seperti berita acara pemeriksaan 

(BAP), keterangan saksi, dan dokumentasi barang bukti. 

 

No Nama Bagian Tanggal/Bulan/Tahun Keterangan 

ST SP I SP II SP III 

1. Sugiarto Pemanen 

(Afd V) 

15/2/2022 - - - Pencurian 

2. Wahyudi 

S. 

Keamanan 

(Afd III) 

3/3/2022 4/3/2022 5/3/2022 - Mangkir 5 

hari berturut 

3. Jumadi Pemupuk 

(Afd V) 

16/5/2022 17/5/2022 18/5/022 - Mangkir 5 

hari berturut 

4. Darto Pemeliharaan 

(Afd VI) 

9/9/2022 1/10/2022 2/10/2022 12/10/2022 Mangkir  6 

bulan tidak 

berurutan 

5. Yunri M. Pengangkut 

(Afd V) 

8/11/2023 - - - Pencurian 

6. Eko Rianto Penyemprot 

(Afd V) 

17/8/2024 18/8/2024 19/8/2024 - Mangkir 5 

hari berturut 
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Sementara itu, pekerja seperti Wahyudi S., Jumadi, dan Eko Rianto 

diberhentikan karena tidak masuk kerja selama lima hari kerja berturut-turut tanpa 

memberikan keterangan atau surat izin yang sah. Terhadap ketiganya, perusahaan 

telah mengirimkan surat teguran dan dua kali surat pemanggilan tertulis, 

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021.  

Karena tidak ada tanggapan atau kehadiran dari pekerja tersebut, perusahaan 

menganggap mereka telah mengundurkan diri secara tidak langsung dan 

memproses PHK tanpa melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Adapun Darto, karyawan dari bagian pemeliharaan, melakukan pelanggaran 

berupa mangkir dalam kurun waktu enam bulan, meskipun tidak dilakukan secara 

berturut-turut. Karena sifat pelanggaran ini bersifat berulang, perusahaan 

memberikan pembinaan secara bertahap melalui surat teguran dan surat peringatan 

tingkat pertama hingga ketiga. Namun karena tidak ada perubahan perilaku, maka 

perusahaan membawa kasus ini ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (Mediasi) untuk memperoleh penetapan hukum dalam proses PHK. 

Dengan demikian, table 1.2 tersebut tidak hanya menampilkan identitas 

karyawan yang terkena PHK, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan 

membedakan prosedur PHK berdasarkan jenis pelanggaran.  

Dalam dunia kerja, kedisiplinan merupakan aspek fundamental atau sesuatu 

yang mendasar, yang menentukan keberlangsungan hubungan kerja antara 

karyawan dan perusahaan. Pelanggaran terhadap disiplin kerja tidak hanya 

berdampak pada produktivitas, tetapi juga dapat berujung pada pemutusan 
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hubungan kerja apabila pelanggaran tersebut tergolong berat atau dilakukan secara 

berulang.  

Berdasarkan hasil observasi penulis di PTPN IV Regional III  Air Molek 1, 

ditemukan sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh 

perusahaan secara sepihak terhadap beberapa pekerja karena alasan pelanggaran 

yang bersifat serius, seperti pencurian dan ketidakhadiran kerja tanpa keterangan. 

Terdapat enam kasus PHK yang menjadi fokus studi, yang terdiri dari tiga 

kasus mangkir lima hari kerja berturut-turut, satu kasus mangkir tidak berturut-turut 

selama enam bulan, dan dua kasus pencurian aset perusahaan. Proses PHK 

dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang 

dilakukan. 

 Bagi karyawan yang terbukti tidak hadir kerja selama lima hari berturut-turut 

tanpa memberikan keterangan atau bukti tertulis yang sah, perusahaan telah 

memberikan dua kali surat pemanggilan, namun tidak diindahkan oleh yang 

bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, 

perusahaan berhak melakukan PHK secara sepihak karena karyawan dianggap 

mengundurkan diri secara tidak hormat dan tidak melalui mekanisme penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

Sementara itu, terdapat satu karyawan yang diberhentikan karena melakukan 

pelanggaran berupa mangkir tidak berturut-turut selama enam bulan. Dalam kasus 

ini, perusahaan telah menerapkan tahapan pembinaan administratif melalui Surat 

Teguran, SP I, SP II, hingga SP III. Karena pelanggaran terus berulang dalam kurun 

waktu enam bulan, perusahaan memproses PHK terhadap karyawan tersebut 
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melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), 

sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.  

Di sisi lain, dua karyawan diberhentikan karena terbukti melakukan pencurian 

barang milik perusahaan (buah sawit). Dalam kasus pencurian, perusahaan tidak 

perlu menempuh jalur mediasi atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, karena pelanggaran tersebut tergolong sebagai pelanggaran berat yang 

dapat langsung dikenai sanksi PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 PP 

No. 35 Tahun 2021. 

Keenam kasus tersebut menunjukkan bahwa PHK sepihak yang dilakukan 

perusahaan bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan bentuk penegakan 

aturan berdasarkan pelanggaran nyata dan disertai dokumentasi administratif.  

Praktik PHK sepihak yang terjadi di perusahaan ini menunjukkan bahwa 

bukan hanya perusahaan yang perlu menyesuaikan diri dengan hukum, tetapi juga 

pekerja yang harus memahami dan mengkuti prosedur yang telah diatur dalam 

perundang undangan ketenagakerjaan.  

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana perusahaan, 

khususnya  perusahaan milik negara, menjalankan kewajibannya terhadap pekerja, 

serta bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK sepihak dapat 

diterapkan dengan lebih efektif, terutama jika pekerja tidak sepenuhnya mematuhi 

prosedur yang berlaku.    

Fenomena PHK sepihak pada perusahaan milik negara (BUMN), seperti yang 

terjadi di PTPN IV Regional III Air Molek 1, bukanlah kasus yang berdiri sendiri. 

Berdasarkan catatan dari Kementrian Ketenagakerjaan, sengketa ketenagakerjaan 
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yang melibatkan PHK mendominasi laporan yang masuk dalam kategori 

perselisihan hubungan industrial.  

Dalam banyak kasus, akar permasalahan tidak hanya terletak pada tindakan 

perusahaan, tetapi juga pada rendahnya pemahaman pekerja terhadap hak dan 

kewajiban mereka dalam proses hukum ketenagakerjaan. Selain itu, lemahnya 

pengawasan dan minimnya sosialisasi terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan prosedur formal seringkali diabaikan baik 

oleh pihak penguasa maupun pekerja (Siregar et al. 2020: 11). 

Gambirowati & Nugroho (2018: 14) menegaskan bahwa penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial harus ditempuh terlebih dahulu melalui 

mekanisme bipartit, jika gagal, wajib dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau 

arbitrase. Hal ini merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 

yang mewajibkan penylesaian formal sebelum sangketa dibawa ke pengadilan 

hungan industrial.  

Istilah Hubungan Industrial berasal dari industrial relation merupakan 

perkembangan dari istilah hubungan perburuhan memberikan kesan yang sempit 

seakan-akan hanya mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja hubungan 

industrial adalah hubungan antara para pelaku kegiatan proses produksi (pekerja, 

pengusaha), untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan 

pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi 

nasional. 

Jika diperinci pada dasarnya hubungan industrial meliputi hal-hal: sistem 

Hubungan Industrial atas dasar kegunaan (utility system) pada bagian ini hubungan 
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perburuan diatur sedemikian rupa, sehingga utility buruh dapat digunakan 

sepenuhnya. Ada kebijaksanaan full employment of  Man power.  

Buruh diberi upah dan jaminan tinggi apabila dapat memberikan tenaga 

dengan maksimal tenaga mereka diperas untuk mencapai produksi yang sebesar-

besarnya. Sistem Hubungan Industrial atas dasar demokrasi. Sistem ini 

mengutamakan konsultasi atau musyawarah antara buruh dan majikan .Sistem 

Hubungan Industrial atas dasar kemanusiaan. 

 Sistem ini tidak begitu memperhitungkan peningkatan produktivitas dan 

efisiensi. Sistem Hubungan Industrial atas dasar komitmen seumur hidup. Sistem 

ini terdapat di Jepang. Buruh cenderung setia kepada majikan, baik perusahaan 

dalam untung atau rugi. Buruh mempunyai disiplin tinggi bekerja keras dengan 

penuh dedikasi. Di pihak lain majikan memperlakukan buruhnya sebagai anak dan 

dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas – fasilitas. Sistem Hubungan 

Industrial atas dasar perjuangan kelas.  

Pada dasarnya Hubungan Industrial mencakup aspek yang sangat luas yakni 

sosial budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan hankamnas sehingga 

Hubungan Industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja saja,namun 

melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. penggunaan istilah 

Hubungan Industrial dirasakan lebih tepat daripada hubungan perburuan.  

Karenanya sejarah normatif Hubungan Industrial di Indonesia haruslah 

senantiasa dikontrol keserasiannya dengan nilai Pancasila. Pengertian Hubungan 

Industrial dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 13 tahun 2003 

menyatakan Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 
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antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur 

pengusaha, pekerja atau buruh. 

 Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem yang terbentuk antara 

pelaku dalam proses produksi barang dan jasa atau (pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah) yang didasarkan atas nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang 

tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional 

Indonesia.  Kondisi ini diperarah dengan belum maksimalnya peran Lembaga Kerja 

Sama (LKS) Bipartit dan Tipartit di beberapa unit BUMN, termasuk PTPN. 

Adhawiyah & Santoso (2022: 504-505) menjelaskan bahwa PHK yang 

dilakukan tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungn industrial atau 

kesepakatan bersama dinilai cacat hukum. Bahkan jika pekerja terbukti melakukan 

pelanggaran seperti mangkir, pengusaha tetap harus menempuh mekanisme 

penyelesaian sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004, agar PHK 

memiliki kekuatan hukum tetap.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan 

pada tugas akhir ini sebagai berikut: “Apa penyebab terjadinya Pemutusan 

Hubungan Kerja sepihak terhadap pekerja oleh PTPN IV Regional III Air Molek 

1?” 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

tugas akhir ini adalah untuk menganalisis penyebab Pemutusan Hubungan Kerja 

Sepihak di PTPN IV Regional III Air Molek 1. 
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1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Tugas Akhir ini dapat membantu perusahaan mengevaluasi dan memperbaiki 

kebijakan terkait PHK serta penanganan kasus mangkir dan pencurian.  

2. Bagi Penulis 

Tugas Akhir ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

dinamika hubungan antara pekerja dan perusahaan dalam konteks PHK.  

1.5 Metode Tugas Akhir   

1. Lokasi Penelitian   

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penulisan tugas akhir adalah PT. Perkebunan 

Nusantara IV Regional III Air Molek 1 beralamat di Jalan Sudirman Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Sumber Data  

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Peneliti memperoleh data yang 

bersumber sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pihak yang mengumpulkan data (Sugiyono, 2017: 193 ) 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara seperti orang lain atau 
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dokumen ( Sugiyono,  2017: 193). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk mengindetifikasi permasalahan yang akan 

diteliti, serta peneliti ingin menggali informasi secara mendalam dari responden 

dengan jumlah yang sedikit (Sugiyono, 2017: 194)  

b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2017: 203), teknik pengumpulan data melalui observasi 

digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala -gejala alam, serta apabila jumlah responden diamati tidak terlalu banyak. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati objek yang terdapat 

di PTPN IV Regional III Air Molek 1. 

c. Dokumentasi 

Sugiyono, (2017: 329) mengatakan dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara. Pada penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untu memperoleh data 

melalui dokumen-dokumen yang relevan di PTPN IV Regional III Air Molek 1 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil 

penelitian. Namun tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 
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2017: 207) 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar laporan ini dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I           : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah,   tujuan dan manfaat, metode tugas akhir, lokasi penelitian, 

jenis data, serta sistematika penulisan. 

BAB II          :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menguraikan secara singkat tentang perusahaan, visi 

dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan hal-

hal lainnya. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK 

Pada bab ini tinjauan teori menguraikan landasan teori yang 

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja sepihak dan tinjauan 

praktek menguraikan pemutusan hubungan kerja sepihak di PTPN 

IV Regional III Air Molek 1. 

BAB IV         : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan 

serta saran penulis.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah PTPN IV Regional III Air Molek 1 

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III  Air Molek 1 merupakan salah 

satu unit operasional dari PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), yang berada di 

bawah naungan Holding BUMN Perkebunan, yaitu PTPN III (Persero). Perusahaan 

ini bergerak di sektor agribisnis dan agroindustri, khususnya dalam bidang 

budidaya serta pengolahan kelapa sawit.  

Unit Air Molek 1 terletak di wilayah Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, 

Provinsi Riau, dan menjadi bagian dari wilayah kerja Regional 3 setelah adanya 

kebijakan restrukturisasi dan regionalisasi perusahaan. Unit ini menjalankan 

berbagai kegiatan operasional mulai dari pengelolaan kebun sawit, pemanenan, 

hingga pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit mentah (CPO).  

Selain kegiatan teknis perkebunan, unit ini juga memiliki struktur organisasi 

internal yang mendukung jalannya operasional perusahaan, seperti kepala unit, 

bagian administrasi, krani, dan petugas lapangan lainnya. Dengan demikian, PTPN 

IV Regional III Air Molek 1 berperan penting dalam mendukung produksi kelapa 

sawit secara berkelanjutan di wilayah Riau, serta menjadi bagian dari sistem kerja 

terintegrasi dalam transformasi kelembagaan BUMN perkebunan.  

Perkebunan di Indonesia sampai saat ini telah menjadisalah satu penyumbang 

devisa terbesar terhadap negara, khusus nya dalam perkebunan kelapa sawit. 

Indonesia menjadi negara dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.  



14 

 

 

Dengan input yang dihasilkan ialah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel 

Oil (PKO). Saat ini harga jual CPO dan PKO mengalami kenaikan sehingga banyak 

pihak baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta melakukan 

pelebaran lahan perkebunan kelapa sawit. 

Riau sebagai provinsi yang mendukung pertumbuhan perkebunan kelapa 

sawit menjadi provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. 

Provinsi riau terdapat 2 juta hektar perkebunan kelapa sawit baik milik BUMN 

maupun Swasta. Dengan semangkin luasnya areal perkebunan yang berdampingan 

areal perusahaan lain serta dengan areal masyarakat. 

PTPN IV sebagai anak perusahaan dari PTPN III Persero merupakan BUMN 

yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit terletak di provinsi Riau. 

PTPN IV Kebun Air Molek 1 salah satu unit usaha perkebunan milik negara, 

berkantor di unit yang berada di lingkup Didtrik Timur, dengan letak wilayah di 

Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Povinsi 

Riau. 

 Luas Areal HGU Kebun AMO 1 seluas 3.536,78 Ha; total luasan areal 

5.483,78 Ha. Aset-aset perusahaan tersebut tentunya harus dimanfaatkan, 

dipelihara dan dipertahankan terutama tanah. 

Tanah adalah aset utama dan terpenting bagi perusahaan perkebunan dalam 

menjalankan keberlangsungan perusahaan,sehingga memelihara, menjaga, 

melindungi serta mempertahankan aset perusahaan berupa tanah merupakan 

kewajiban setiap karyawan.  
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Memelihara, menjaga, melindungi serta mempertahankan asset berupa tanah 

bukanlah hal yang mudah, dalam pelaksanaanya areal yang belum memiliki 

legalitas , areal diokupasi masyarakat, tuntutan masyarakat atas tanah yang 

dikuasai, arealtermasuk dalam kawasan hutan maupun kawasan lindung resapan air. 

Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan yang ada di unit Kebun Air Molek 1. 

Secara historis Kebun Air Molek pada awalnya merupakan milik PT. lantagen 

AG, di dalam perkembangan selanjutnya dikelola oleh beberapa perusahaan antara 

lain : Tahun 1960-1963 dialihkan kepada Indragiri Rubber Limited, Tahun 1963-

1964 diambil alih oleh NV. Ekploitasi Maskapai, Tahun 1964-1965 dialihkan 

kepada PT. Karkam, Tahun 1965-1966 dialihkan kepada PT. Papel Rada, Tahun 

1966-1972 dialihkan kepada PD.  

Berdikari, Tahun 1972-1979 dialihkan kepada PT. Indragiri Jaya, Tahun 

1979-1996 diambil alih oleh PTP IV Gunung Pamela, Propinsi Sumatera Utara.  

Pada tanggal 11 Maret 1996 sesuai keputusan Menteri Keuangan No : 

191/UM/016/1996 PTP di seluruh Indonesia diretrukturisasi menjadi 14 PTP 

Nusantara dan semua Kebun/Unit eks PTP II, IV dan V yang ada di Riau menjadi 

PTP. Nusantara IV (Persero). 

Berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

No : 05.D1/SKEP/01/2000 tanggal 30 Desember 2000, Kebun Air Molek dikelola 

oleh 2 manajemen yaitu : Kebun Air Molek I yang mengelola komoditi kelapa sawit 

dan karet, Kebun Air Molek II  mengelola khusus komoditi kelapa sawit. 

Pada tanggal 1 Desember 2024 dilakukan restrukturisasi Perusahaan sawit di 

bawah naungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan komoditi utama 
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kelapa sawit melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV 

sebagai entitas bertahan, serta pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam 

PTPN IV. Secara efektif tergabung pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana 

tertuang di dalam Akta penggabungan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2023.  

Yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan,S.H., M,Kn., Notaris di Jakarta 

Selatan dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan penggabungan 

Perseroan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03-0149887 tanggal 01 Desember 2023 perihal penerimaan pemberitahuan 

penggabungan Perseroan PT Perkebunan Nusantara IV. 

2.2 Logo Perusahaan 

Gambar 2. 1 Logo PTPN IV Regional III Air Molek 1 

 

Sumber : Admin PTPN IV Regional III Air molek 1 

Logo PT Perkebunan Nusantara IV Regional III mempresentasikan identitas 

Perusahaan sebagai bagian dari holding BUMN Perkebunan yang bergerak di 

sektor agribisnis kelapa sawit.  

1. Bentuk yang menyerupai daun sawit atau kelapa sawit, yang merupakan komoditas 

utama yang dikelola oleh perusahaan. Bentuk ini menggambarkan focus utama 

perusahaan di sektor agribisnis kelapa sawit, daun sawit juga mempresentasikan 

kehidupan dan pertumbuhan, sejalan dengan peran Ptpn 4 sebagai entitas usaha 
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negara yang bertanggung jawab dalam mengembangkan komoditas Perkebunan 

nasional secara berkelanjutan. 

2. Warna Hijau dalam logo melambangkan kesuburan, pertumbuhan, serta kepedulian 

terhadap pelestarian lingkungan hidup. Warna ini mencerminkan bahwa PTPN 4 

tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetap juga memperhatikan 

aspek ekologis dan kelestarian alam. Hijau juga diartikan sebagai simbol dari 

keseimbangan antara manusia dan alam, serta mencerminkan komitmen terhadap 

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

3. Warna Oranye mempresentasikan semangat, energi, dan optimism dalam 

menjalankan tugas dan visi perusahaan. Warna ini juga menggambarkan hasil 

panen atau buah sawit yang matang dan berkualitas tinggi, sebagai lambang  

keberhasilan usaha. Selain itu oranye melambangkan inovasi, keberanian dalam 

menghadapi tantangan, serta tekad untuk terus berkembang dan berkontribusi 

terhadap pembangunan nasional, khususnya di sektor perkebunan. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Perusahaan 

1. Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berdaya saing tinggi, dengan 

pengelolaan komoditas kelapa sawit dan komodotas unggulan lainnya secara 

profesional dan efisien. 

2. Mewujudkan keberlanjutan usaha jangka panjang melalui praktik agribisnis yang 

ramah linkungan dan bertanggung jawab secara sosial. 

3. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, khususnya 

sekitar kebun serta peningkatan kesejahteraan karyawan. 
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4. Menjadi pelaku utama industri perkebunan nasional yang tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai -nilai keberlanjutan dan 

keadilan sosial.  

Misi Perusahaan 

1. Pengelolaan Agro industri kelapa sawit secara efisien bersama mitra untuk 

kepentingan stakeholder. 

2. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang Sumber daya manusia dan Teknologi 

4.0 melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praketek – praktek 

terbaik, sistem manajemen sumber daya manusia serta teknologi informasi terkini 

guna meningkatkan kompetensi inti Perusahaan . 

3. Penerapan prinsip – prinsip GCG(Good Corporate Governance), kriteria minyak 

sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna 

menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan. 
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2.4 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PPTN IV Regional III Air Molek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Admin PTPN IV Regional III Air Molek 1 
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2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit kerja perusahaan  

1. Manajer 

Menejer Kebun di PTPN IV Regional III Kebun Air Molek 1 memiliki  peran 

yang sangat krusial dalam operasional dan keberhasilan kebun. Tugas dan tanggung 

jawabnya mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan produksi hingga 

pengelolaan sumber daya manusia. Secara umum, tugas seorang manajer kebun 

meliputi : 

a. Perencanaan dan Pengendalian produksi, menyusun rencana produksi tahunan, 

bulanan, dan harian. Melakukan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan 

karyawan. Menjaga hubungan indutrial yang harmonis. 

b. Pengendalian Kualitas, Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dan melakukan pengendalian biaya produksiserta 

meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. 

c. Pemasaran, membangun hubungan baik dengan mitra bisnis dan memastikan 

pemasaran  produk berjalan lancar. 

d. Inovasi dan Pengembangan, menerapkan teknologi baru dalam proses produksi. 

e. Pelaporan, menyusun laporan kinerja kebun secara berkala. 

f. Keamanan dan Kesehatan Kerja, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 

seluruh karyawan. 

g. Humas ( Hubungan Masyarakat), membangun baik dengan masyarakat sekitar. 

2. Asisten Personalia 

Asisten Personalia di sebuah perkebunan seperti PTPN IV Regional III Air 

Molek 1 memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya 
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manusia, mulai dari pengelolaan data karyawan hingga pelaksanaan program 

kesejahteraan karyawan. Secara umum, tugas utama asisten personalia meliputi: 

a. Administrasi Kepegawaian, mengelola data pribadi karyawan (seperti data diri, 

pendidikan, pengalaman kerja). Menyusun dan memperbarui berbagai dokumen 

kepegawaian seperti kontrak kerja, slip gaji, surat keterangan kerja. Mengurus 

proses mutasi, promosi, rekrutmen, seleksi, penerimaan karyawan baru, dan demosi 

karyawan. Mengurus proses pensiun, pengunduran diri, dan pemberhentian 

karyawan. 

b. Penggajian, menghitung gaji karyawan sesuai dengan ketentua yang berlaku. 

Membuat slip gaji dan melakukan pembayaran gaji. Mengelola tunjangan benefit 

karyawan. Mengurus administrasi pajak penghasilan karyawan. 

c. Kesejahteraan Karyawan, merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan 

karyawan seperti program kesehatan, data pensiun. Mengelola koperasi karyawan. 

Mengurus asuransi kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. 

d. Hubungan Industrial, mengelola hubungan antara perusahaan dengan serikat 

pekerja. Mengurus penyelesaian masalah perselisihan antara karyawan dengan 

perusahaan. 

e. Pelatihan dan Pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. 

Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan. Mengevaluasi efektivitas 

program pelatihan.  

f. Sistem Informasi Kepegawaian, mengelola dan mengembangkan sistem informasi 

kepegawaian. 

g. Kesehatan dan Keselamatan Kerja , membantu dalam pelaksanaan program k3. 
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h. Disiplin Karyawan, membantu dalam menegaskan disiplin kerja. 

i. Statistik Kepegawaian, menyusun laporan – laporan statistik kepegawaian. 

3. Krani 1 Personalia  

Krani 1 Personalia lebih bersifat stratgis dan memiliki tanggung jawab yang 

lebih luas dibanding krani lainnya dalam bidang kepegawaian. Krani 1 Personalia 

bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi personalia di 

unit kerja, termasuk mengawasi pencatatan data absensi, penggajian, dan laporan 

tenaga kerja harian maupun bulanan yang disusun oleh krani krani lain di 

bawahnya.  

Ia juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh dokumen kepegawaian 

tersimpan rapi dan tersusun sesuai standar prosedur operasional perusahaan. Selain 

itu, juga menjadi penghubung utama antara pihak manajemen kebun dengan kantor 

regional dalam hal pelaporan tenaga kerja, mutasi, promosi, hingga pengajuan 

kebutuhan tenaga kerja baru. 

 Dalam pelaksanaan tugasnya, ia juga turut mengawasi penerapan peraturan 

ketenagakerjaan di tingkat kebun dan membantu menyelesaikan permasalahan 

administratif yang berkaitan dengan karyawan. 

4. Krani Personalia 

Krani Personalia mencakup berbagai aspek administrasi dan pengelolaan 

sumber daya manusia di unit kerja kebun atau afdeling. Seorang krani personalia 

bertanggung jawab untuk mencatat dan mengarsipkan data kehadiran karyawan, 

baik harian maupun tetap, serta memastikan kelengkapan absensi sebagai dasar 

perhitungan upah. 



23 

 

 

 Selain itu, ia juga menangani penyusunan dan pelaporan data tenaga kerja 

kepada bagian sdm kantor regional, termasuk laporan bulanan , mutasi karyawan, 

dan rekap tenaga kerja harian.  

Dalam operasional sehari- hari, krani personalia membantu kepala afdeling 

atau kepala kebun dalam hal administratif, hingga pelaporan kegiatan yang terkait 

dengan pembinaan karyawan. Tugas lainnya termasuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan perusahaan dan perundang – undangan ketenagakerjaan, serta 

menjadi penghubung antara manajemen kebun dan karyawan dalam hal informasi 

atau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kepegawaian.  

5. Krani Umum 

Krani Umum bertanggung jawab dalam pencatatan, penyusunan, dan 

pengarsipan surat-menyurat dinas, baik yang bersifat internal maupun eksternal, 

serta memastikan distribusi dokumen berjalan dengan baik dan tepat waktu. Selain 

itu, ia juga menangani pengelolaan barang inventaris kantor, termasuk mencatat 

penggunaan, pengadaan, dan perawatan aset kantor atau logistik yang dibutuhkan 

oleh unit kerja.  

Krani Umum juga sering dilibatkan dalam pencatatan kegiatan harian kebun 

seperti kegiatan panen, pemeliharaan, dan operasional lainnya untuk dilaporkan 

kepada kepala kebun atau pimpinan unit. Dalam pelaksanaan tugasnya, Krani 

Umum perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan administratif dilakukan sesuai 

prosedur dan mendukung kelancaran komunikasi serta dokumentasi antarbagian. 

 Posisi ini menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan organisasi yang 

baik karena berkaitan langsung dengan administrasi umum yang menjadi dasar 
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berbagai proses kerja di lingkungan kebun. 

6. Krani Upah 

Krani Upah bertanggung jawab untuk menghimpun dan memverifikasi data 

kehadiran, hasil kerja, serta jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan harian 

lepas maupun karyawan tetap sebagai dasar perhitungan upah. Data tersebut 

kemudian diolah menjadi rekaptulasi upah harian, mingguan, atau bulanan yang 

akurat dan sesuai dengan standar perhitungan perusahaan.  

Selain itu, krani upah juga memastikan nahwa semua elemen penghasilan 

seperti upah pokok, premi, insentif, dan potongan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, serta mendokumentasikannya dengan rapi. Dalam proses penggajian, ia 

bekerja sama dengan bagian personalia dan keuangan, dan harus menjaga 

kerahasiaan serta ketelitian agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan karyawan 

maupun perusahaan.  

Krani upah juga turut serta dalam pembuatan laporan upah untuk disampaikan 

kepada atasan atau pihak regional, serta membantu menjelaskan rincian 

pembayaran jika ada pertanyaan dari karyawan. Krani upah mendukung kepuasan 

dan motivasi kerja karyawan melalui pembayaran yang tepat waktu dan sesuai 

haknya. 

7. Krani Sistem 

Krani Sistem adalah menjalankan dan memelihara sistem digital perusahaan, 

misalnya mengelola e-procurement atau integrated procurement system yang 

digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Ia memastikan semua proses tender 

berjalan sesuai prosedur, mendokumentasikan aktivitas vendor, serta melakukan 
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evaluasi kinerja penyedia barang—mulai dari kualitas produk, ketepatan 

pengiriman, hingga kepatuhan kontrak.  

Dengan cara itu, Krani Sistem membantu menciptakan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengadaan, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan 

meningkatkan kepuasan mitra kerja 

8. Danton 

Danton ( Komandan Ton) di PTPN IV Regional III bertugas memimpin dan 

mengoordinasikan satpam dalam menjaga keamanan kebun dan aset perusahaan. Ia 

mengatur jadwal patroli, memastikan kedisiplinan anggota, serta menangani 

gangguan keamanan atau situasi darurat. 

 Danton juga berkoordinasi dengan manajemen dan pihak eksternal bila 

diperlukan, serta menyusun laporan berkala untuk evaluasi. Peran ini sangat penting 

di Regional 3 untuk mencegah pencurian dan menjaga kelancaran operasional. 

9. Petugas Mess 

Petugas mess bertanggung jawab mengelola dan merawat fasilitas mess 

karyawan atau tamu perusahaan. Tugas utamanya meliputi menjaga kebersihan, 

kerapian, dan kenyamanan lingkungan mess, menyiapkan kamar untuk penghuni 

baru, serta mencatat keluar masuknya penghuni. Selain itu, ia juga memastikan 

ketersediaan perlengkapan seperti tempat tidur, alat makan, dan kebutuhan harian 

lainnya. 

 Petugas mess juga berkoordinasi dengan bagian umum atau personalia bila 

ada kerusakan fasilitas atau kebutuhan tambahan. Perannya penting dalam 
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mendukung kenyamanan tempat tinggal karyawan selama mereka bertugas di 

kebun. 

10. Petugas Agama 

Petugas agama berperan sebagai pembimbing spiritual dan penyelenggara 

aktivitas keagamaan untuk seluruh karyawan dan masyarakat sekitar. Ia 

bertanggung jawab mengorganisir kegiatan seperti pengajian, pembacaan maulid, 

qurban, buka puasa bersama, serta seminar keagamaan—mirip program yang 

dilaksanakan di regional lainnya.  

Selain itu, petugas agama memberikan bimbingan rohani dan nasihat moral, 

serta memfasilitasi pelaksanaan ibadah—misalnya memastikan tersedia tempat 

ibadah dan jadwal salat berjamaah—sejalan dengan komitmen PTPN IV 

menyediakan fasilitas spiritual bagi karyawan .  

Ia juga mendampingi acara sosial keagamaan, seperti santunan anak yatim 

piatu dan pembagian sembako, yang sering diadakan oleh unit kebun bekerja sama 

dengan pengurus agama setempat. 

11. Satpam 

Satpam (Satuan Pengamanan) bertugas menjaga dan mengamankan seluruh 

aset perusahaan yang tersebar di kebun dan area pabrik. Mereka melakukan 

pengawasan ketat dengan patroli rutin, penjagaan pos, dan pemeriksaan akses 

masuk-keluar agar tidak ada tindakan pencurian atau gangguan dari pihak luar.  

Selain itu, satpam juga diberi pembekalan bersama aparat Polri, mencakup 

prosedur penanganan pelaku kejahatan, penyegelan barang bukti, hingga pelaporan 

resmi ke polisi setempat Mereka dilatih untuk bertindak tegas namun legal saat 
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menghadapi ancaman terhadap aset negara, termasuk skenario kerusuhan atau 

upaya penggarap lahan secara illegal. 

Dalam situasi tertentu seperti penggajian, distribusi bonus atau THR, satpam 

mengawal prosesnya untuk memastikan keamanan dan kelancaran, ini bagian dari 

kontrol internal demi mencegah insiden yang tidak diinginkan. 

 Beberapa satpam bahkan tergabung dalam unit reaksi cepat (Team Buser), 

yang beranggotakan personel seperti Danton dan Buser, siap sigap menghadapi 

percobaan pencurian dan gangguan lainnya secara keseluruhan, mereka bukan 

hanya penjaga pasif, melainkan tenaga pengamanan yang terlatih, berjejaring 

dengan polisi, memahami aspek hukum, serta siap mengambil tindakan preventif 

dan responsif agar operasional perusahaan berjalan aman dan produktif. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian akhir penulis mengenai Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Sepihak yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III Air 

Molek 1, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan seluruh 

prosedur hukum dan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  

Proses PHK yang terjadi bukanlah tindakan sepihak tanpa dasar, melainkan 

bentuk penegakan disiplin terhadap pekerja yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran berat, seperti mangkir dari pekerjaan tanpa izin resmi serta keterlibatan 

dalam dugaan tindakan pencurian yang merugikan perusahaan secara langsung. 

Dalam upayanya menangani pelanggaran tersebut, perusahaan telah terlebih 

dahulu mengirimkan surat panggilan resmi kepada pekerja, memberikan 

kesempatan untuk klarifikasi, serta mengupayakan penyelesaian melalui mediasi 

dan musyawarah sesuai tahapan bipartit.  

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak serta-merta mengambil 

keputusan PHK secara langsung, melainkan telah membuka ruang dialog dan 

menyusun prosedur penyelesaian sengketa secara berjenjang sebagaimana yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. 
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Namun, sangat disayangkan bahwa pihak pekerja justru tidak menunjukkan 

itikad baik dalam merespons upaya penyelesaian tersebut. Banyak di antara pekerja 

yang bersangkutan menolak hadir dalam mediasi, tidak memberikan balasan 

terhadap surat panggilan, bahkan menghindari komunikasi dengan pihak 

manajemen. Ketidakhadiran tersebut bukan hanya mencerminkan sikap tidak 

kooperatif, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dan kewajiban 

pekerja dalam proses penyelesaian hubungan industrial. 

Dengan demikian, tudingan bahwa perusahaan telah melakukan PHK secara 

sepihak tidaklah berdasar, sebab seluruh tahapan prosedural telah dijalankan, dan 

keputusan PHK hanya diambil setelah pekerja tidak merespons upaya penyelesaian 

secara formal. Perusahaan dalam hal ini telah menempuh seluruh jalur yang 

ditetapkan secara hukum dan etika, dan tindakan PHK tersebut merupakan bentuk 

perlindungan terhadap operasional perusahaan, kedisiplinan kerja, dan integritas 

institusi BUMN itu sendiri.  

Oleh sebab itu, perusahaan tidak dapat disalahkan atas terjadinya pemutusan 

hubungan kerja, karena justru pihak pekerja lah yang menutup ruang mediasi dan 

menyulitkan upaya penyelesaian damai. 
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4.2 Saran  

Berdasarkan uraian tugas akhir mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Sepihak pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional III Air Molek 1, 

penulis menyarankan agar PTPN IV Regional III Air Molek 1 memperkuat struktur 

dan prosedur hubungan industrialnya, khusunya dalam konteks penanganan PHK 

yang melibatkan pelanggaran berat.  

Pertama, perusahaan disarankan untuk tetap konsisten dalam menjalankan 

prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 

khususnya terkait dengan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pekerja.  

Dalam kasus seperti mangkir tanpa keterangan dan pencurian, perusahaan 

tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon atau kompensasi lainnya, 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa 

pelanggaran berat menggugurkan hak pekerja atas pesangon. 

Kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan peningkatan pemahaman 

hukum ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, baik melalui sosialisasi internal 

maupun pelatihan terpadu. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman di masa depan, serta membangun kesadaran di kalangan pekerja 

bahwa perusahaan memiliki hak dan kewenangan untuk menindak tegas 

pelanggaran yang merugikan operasional dan nama baik institusi. 

Ketiga, terhadap pekerja yang menolak menghadiri mediasi atau menghindari 

tanggung jawabnya dalam proses penyelesaian perselisihan, perusahaan tidak perlu 

ragu untuk melanjutkan proses PHK sesuai dengan jalur hukum yang berlaku, 
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karena sikap tidak kooperatif dari pekerja merupakan pengabaian terhadap prosedur 

penyelesaian yang sah.  

Penolakan pekerja untuk hadir dalam proses bipartit atau tripartit 

menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk membela diri secara 

formal, dan oleh karena itu perusahaan tidak berkewajiban menunda tindakan 

disipliner. 
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LAMPIRAN 

DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Apa pertimbangan utama perusahaan dalam menetapkan bahwa mangkir dan 

dugaan pencurian merupakan pelanggaran berat yang layak untuk dikenai PHK 

langsung? 

 

2. Apakah perusahaan telah melakukan proses bipartit dan tripartit sesuai ketentuan 

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

sebelum melakukan PHK? 

 

3. Bagaimana mekanisme perusahaan dalam mendokumentasikan proses pelanggaran 

pekerja, seperti surat peringatan berjenjang atau berita acara pemeriksaan? 

 

4. Apakah seluruh pekerja yang di PHK telah menerima hak normatif mereka, seperti 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya? 

 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan prosedur 

formal pemutusan hubungan kerja, terutama dalam konteks kebun seperti Air 

Molek 1? 

 

6. Bagaimana peran Asisten Personalia dan Krani Personalia dalam menangani kasus 

kedisiplinan dan penyampaian hak-hak ketenagakerjaan kepada karyawan sebelum 

PHK dilakukan? 

 

7. Apakah perusahaan memberikan ruang bagi pekerja untuk membela diri atau 

mengklarifikasi sebelum keputusan PHK dijatuhkan? 

 

8. Bagaimana evaluasi perusahaan terhadap peran Lembaga Kerja Sama Bipartit dan 

Tripartit dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial di unit ini? 
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9. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencegah kesan PHK sepihak 

dan membangun kepercayaan pekerja terhadap sistem kepegawaian perusahaan? 

 

10. Apakah perusahaan telah melakukan pelatihan atau sosialisasi mengenai regulasi 

ketenagakerjaan terbaru, seperti UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, kepada 

seluruh jajaran manajerial dan pekerja? 
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